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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik nikah siri di situs 

www.jasapernikahansiri.com, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Mekanisme instan yang ditawarkan situs www.jasapernikahansiri.com. 

Mulai dari pendaftaran via WhatsApp hingga dokumen di bawah tangan 

(legal vacuum) pada hakikatnya telah mendegradasi sakralitas akad nikah 

yang seharusnya menjadi perjanjian kokoh (mithaqan ghalizha). Prosedur 

komersial digital ini sengaja menghindari pengawasan negara, sehingga 

menempatkan institusi perkawinan dalam ketidakpastian hukum yang 

mencederai esensi dasar perlindungan keluarga dalam Maqashid Syari'ah. 

2) Berdasarkan tinjauan Maqashid Syari’ah, dapat disimpulkan bahwa 

penilaian terhadap pernikahan melalui situs www.jasapernikahansiri.com 

harus digeser dari sekadar legalitas formal-tekstual menuju legalitas 

bermakna yang berorientasi pada keadilan nyata dan pencegahan 

kerusakan (dar’u al-mafasid). Meskipun operasional situs ini secara formal 

berupaya memenuhi aspek Hifzh ad-Din (memelihara agama) jangka 

pendek sebagai kebutuhan sekunder (hajiyyat) untuk menghalalkan 

hubungan biologis dan membentengi pasangan dari zina, ketiadaan 

pencatatan sipil yang diakui negara justru melahirkan kemudaratan 

sistemik yang mencederai elemen kemaslahatan primer (daruriyyat) 

lainnya. Dari dimensi Hifzh an-Nafs (memelihara jiwa), status perkawinan 

yang berada dalam ruang hampa hukum (legal vacuum) ini menciptakan 

tekanan psikologis dan menempatkan perempuan pada posisi rentan 

terhadap penelantaran serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

tanpa adanya perlindungan perdata dari pemerintah, sehingga pencatatan 

resmi saat ini mutlak menjadi kebutuhan daruriyyat. Kerentanan hukum 

tersebut juga berimplikasi langsung pada distorsi fungsi Hifzh an-Nasl 

(melindungi keturunan) dan Hifzh al-Mal (melindungi harta), mengingat 

http://www.jasapernikahansiri.com/
https://www.jasapernikahansiri.com/


69 
 

 

surat keterangan nikah siri yang diterbitkan situs hanya sebatas akta di 

bawah tangan tanpa kekuatan eksekutorial perdata. Dampaknya, kepastian 

nasab serta hak administratif anak seperti pengurusan Kartu Keluarga dan 

Akta Kelahiran menjadi terganggu, yang berisiko memicu tindakan 

diskriminatif serta mempersulit anak dalam memperoleh hak waris dari 

keluarga ayahnya di kemudian hari. Di sisi lain, ketiadaan Buku Nikah resmi 

secara otomatis memutus jaminan proteksi ekonomi bagi istri, yang 

menyebabkan hilangnya hak menuntut nafkah lahiriah pasca-perceraian, 

kaburnya kejelasan pembagian harta bersama (syirkah), serta menyulitkan 

perjuangan hak kewarisan apabila suami meninggal dunia. Dengan 

demikian, praktik komersialisasi nikah siri digital ini pada hakikatnya tidak 

sejalan dengan keutuhan prinsip Maqashid Syari'ah karena mengutamakan 

maslahat privat parsial dengan cara membuka pintu kerusakan (mafsadah) 

yang lebih besar bagi kaum perempuan dan perlindungan generasi 

mendatang. 

 

 5.2 Saran  

1) Kepada masyarakat, disarankan agar tidak hanya memperhatikan 

keabsahan perkawinan menurut agama, tetapi juga memperhatikan 

pentingnya pencatatan perkawinan pada instansi yang berwenang guna 

memperoleh kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan 

anak. 

2) Kepada pengguna layanan nikah siri, disarankan untuk melakukan 

pencatatan perkawinan atau menempuh upaya hukum yang tersedia 

setelah pelaksanaan akad nikah, sehingga hak-hak keperdataan yang 

timbul dari perkawinan dapat terlindungi secara optimal. 

3) Kepada penyedia layanan nikah siri, disarankan untuk memberikan 

edukasi yang lebih komprehensif kepada pengguna jasa mengenai 

konsekuensi hukum perkawinan yang tidak dicatatkan serta pentingnya 

legalitas perkawinan menurut hukum positif Indonesia. 
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4) Kepada pemerintah dan lembaga terkait, disarankan untuk meningkatkan 

sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta 

memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat dalam 

memperoleh layanan perkawinan yang sah menurut agama dan negara. 
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